
BUPATI PURWOR&'O
PROVINSI JA.WA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWORE.'O
NOMI]R 1i]? TAHUN .o;i

IENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KER.IA KECAMATAN

DI LINGKUNGAN KABUPATEN PURWORE.IO

DENGAN RAHMAI TUHAN YANG MAHA ESA

BUPAI] PURWORE"IO,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk. melaksanakan ketentuan Pasal 10
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Dar:rah Kabupaten Purworejo, maka perlu
menetapkan l)eraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Orgrrnisasi, Ttrgas dan Fungsi serta Tata
Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undemg Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentuka-r Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3.Undang-Undemg Nomor 23 Tahun 2Ol4 teotang
Pemerintahar: Daerah (kmbaran Negara Republi[
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
lembaran )?equblik Indonesia Nomor 5SSZ),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhii
dengan Und;mg-Undang Nomor il Tahun 2O2O
!.1t r,.e. Ciqta Kerja (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor 24E, Tam-bahan

- Lembaran Iegar? Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Peroerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tenting

Perangkat D,lerah {tembaran Negara Repubffi
Indonesia TeLhun 2016 Nomor lI4, Tambahan
kmbaran Negar: Repubtik Indonesia Nomor SggT),
sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Pemerintah Nomor Z2 Tahun- 2019 tentang
Perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor ldTahun 2O16 tentang Perangkal Daerah (Lembaran
{!egara. RepuLlik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1g7,Tambahan l,r:mbaran Negara Republik 

-inaonesid
Nomor 6402);
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5. Peraturan IV{enteri Dalam Negeri Nomor 9O Tahun
2019 tentanlg Klasifikasi, Kodefrkasi dan Nomenklatur
Perencanaar. Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9
Nomor 14471;

6. Peraturan flaerah Kabupaten Purworejo Nomor 4
Tahun 2O2'. tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat D'aerah Kabupaten Purworejo (kmbaran
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4,
Tambahan Iembaran Daerah Kabupaten Purworejo
Nomor 4);

Menetapkan

MI]MUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN OFGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA KECAMATAN DI LINGKUNGAN
KABUPATEN ]'URWORE.IO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yarg dimaksud dengan:
l. Daerah adalah Kabupaten l\rrworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam siJtem 

- 
dan prinsip

Negara Kesatuan Republik tndonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negrra Republik Indonesia Tahun 1945.3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah y€mg memimpin pelaksariaan Ui[san
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.4. Bupati adalah Bupati Purworejo.

5. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten purworejo.
6. Camat adalah Camat di Kat,upaten purworejo.
7. Jabatan Fungsional Pegaw:Li Negeri Sipil, yhng selanjutnya disebut

Jabatan Fungsional,. adalatr sekelompok j;batan yang bjrisi fungsidan tugas berkaitan clengan petalanan funlsional Vdrg
^ berd_asarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.8. Pejabat F\ngsional 3Ldalah 

pegawai Aparatur Sipil Negara yang
menduduki Jabatan Fungsional pada Initansi pem6rintah]

9. Urusan Pemerintahan yang mLnjadi kewenangan Daerah, yang
selanjutnya disebut Urusan Femerintahan Daerah, '"a"f"fr
kekuasaan pemerinrahan y:mg menjadi kewena:rgan preside; t;,pelaksanaa,nya dilakuka-rr oreh penyerenggara pemerintihai
Daerah untuk melindun13i, metaiani, *I*bera"yrf.rrr, 

- 
d.r,mensejahtcrakan masyarakiLt.
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BAB II

KEDUDUKA.V, TUGAS DAN FUNGSI

B;rgian Kesatu
l(edudukan

Pasal 2

(1) Kecamatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris l)aerah.

(2) Kecamatan dipimpin oleh Oamat.

B,lgian Kedua
T\:gas

Pasal 3

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan
urusan Pemerintahan daelah di bidang pemeritahan desa,
pembangunan, ketentraman, keterLiban dan pemerintahan umum serta
pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

(1) Camat mempunyai tugas pr:kok:
a. menyelenggarakan Urusem Pemerintahan umum;
b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyaralat;
c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan

ketertiban umum;
d. mengoordinasikan penorapan dan penegakan perda dan

Peraturan Bupati;
e. mengoordinasikan penreliharaan prasarana dan sarana

pelayanan umum;
f. mengoordinasikan penye lenggaraan kegiatan pemerintahan yang

dilakukan oleh Perangkat. Daerah di tingkat kecamatan;
g. membina dan mengawa si penyelenggaraan kegiatan desa dan

atau kelurahan;
h. melaksanakan Urusan P:merintahan yang menjad.i kewenangan

kabupaten yang tidak dihksanakan oleh unit kerja pemerinta.[an
Daerah kabupaten yang:da di kecamatan;dan

i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan
perundang-undangaa.

(2) Selain melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud pada pasal 4,
Camat melalsanakan tugart yang dilimpahkan oleh bupati untuk
melaksarrakan sebagian Urusan pemerintahan yarrg menjadi
kewenangan Daerah.

J

6



(3) Camat dalam melaksanakrn tugasnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dibantu oleh perangkat kecamatan.

Pasal 5

T\:gas Camat dalam menyele:rggarakan Urusan Pemerintahan umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yaitu membentuk forum
koordinasi pimoinan di Kecamatan dalam rangka menunjang
kelancaran pelaksanaan unlsan pemerintahan umum di tingkai
kecamatan. Susunan pimp:.nan dan anggota forum koordinasi
pimpinan di Kecamatan adalah sebagai berikut:
(1) Forum koordinasi pimpin an di Kecamatan sebagaimala dimaksud

diketuai oleh Camat;
l2l Anggota forum koordinasi pimpinan di Kecamatan terdiri atas

pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional
Indonesia di Kecamatan;dan

(3) Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan dapat mengundang
pimpinan Instansi Vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas.

Pasal 6

Tugas Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
a. mendorong partisipasi nrasyarakat untuk ikut serta dalam

perenc€rnaar pembangunrm lingkup Kecamatan dalam forum
musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/ Keturahan dan
Kecamatan;

b. melakukan pembinaan dzrr pengawasal terhadap keseluruhan
unit kerja baik pemerintrrh maupun swasta yang mempunyai
program ke{a dan kegiata:r pemberdayaan masyarakat di wilayah
kerja Kecamatan;

c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan
masyarakat di wilayah Kec amatan laik yang dilakukan oleh unit
kerja pemerintah maupun srwasta;

d. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat
sesuai dengan peraturan pr,rundang-undangan;dan

e. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di
wilayah ke{a Kecamatan k,:pada Bupati dengan tembusan kepada
satuan - ke{a perangkat daera}r yang membidangi urusan
pemberdayaan masyarakat.

Pasal 7

Tug"" Camat dalam mengrordinasikan upaya penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban umum sefagairnana dimiksud*dalam
Pasal 4 huruf c, meliputi:
a. melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik

Indonesia dan/ atau Tentara Nasional Indonesia meigenai prbgram
dan kegiatan penyelenggara,m ketenteraman dan tet6rtiUan uirum
di wilayah Kecamatan;

b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada diy"t"y+ kerja Kecamatan trntuk- mewujudfan ke-tenieraman dan
ketertiban umum masyaralzrt di wilayah-Kecamatan;dan

c. melaporkan pelaksanaan pembinaari ketenteraman'dan ketertiban
kepada Bupati.
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Pasal 8

Tugas Camat dalam meng<rcrdinasikan penerapan dan penegakan
Perda dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 4
huruf d, meliputi:
a. melakukan koordinasi derrgan perangkat daerah yang tugas dan

fungsinya di bidang penerapEur peraturan perundang-undangan;
b. melakukan koordinasi derrgan perangkat daerah yang tugas dan

fungsinya di bidang pene gakan peraturan perundang-undangan
dan/ atau Kepolisian Negarrr Republik Indonesia;dan

c. melaporkan pelalsanaan penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Pasal 9

T\.rgas Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan
sarana pelayanan umum seba.gaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf
e, meliputi:
a. melakukan koordinasi denl3an perangkat daerah dan/atau instansi

vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan
prasarana dan sarana pela5'alan umum;

b. melakukan koordinasi derLgan pihak swasta dalam pelaksanaan
pemeliharaan prasararta dan sarana pelayanan umum;dan

c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana
pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Pasal 10

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat
kecamatan sebagaimana dimal:sud dalam pasal 4 huruf f, meliputi:
a. melakukan koordinasi derrgan perangkat daerah dan instansi

vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
b. melalrukan koordinasi dsn sinkronisasi perencanaan dengan

perargkat daerah dan ins&Lnsi vertikal di bidang penyelenggarian
kegiatan pemerintahan;

c. melalrukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di
tingkat Kecamatan;dan

d. melaporkan_ penyelenggaraim kegiatan pemerintahan di tingkat
Kecamatan kepada Bupati.

Pasal 11

T\rgas Camat dalam - memtrina dan mengawasi penyelenggaraan
kegiatan desa dan atau kelurahan sebagaimana aimat<sua aatafr pasal
4 huruf f, meliputi:
a' melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi

Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan;
b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi

pelaksanaan administrasi Dr:sa dan atau Kelurahan;
c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan

atau Lurah;
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d. melakukan pembinaan da.n pengawasan terhadap perangkat Desa
dan atau Kelurahan;

e. melakukan evaluasi penye..enggaraan pemerintahan Desa dan atau
Kelurahan di tingkat Kecanatan; dan

f. melaporkan pelalsanaan pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan Pemerinte*ran Desa dan atau Kelurahan di tingkat
Kecamatan kepada Bupati.

BAB III

SUSUI{AN ORGANISASI

B,agian Kesatu
Umum

Pasal 12

Bigian Kedua
Camat

Pasal 13

(2) Bagan struktur organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal
mempunyai tugas memimpin pela-ksanaan
sebagaimana dimaksud dalam jlasal 4.

12 Ayat (1) huruf a
tugas Kecamatan

Begian Ketiga
S,ekretariat

Pasal 14

(1) sekretariat berada di bawah dan bertanggungjawab kepada camat.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Selaetaris.

6
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(l) Susunan Organisasi Kecanatan, terdiri dari:
a. Camat;
b. Sekretariat, membawahl:an:

1. Subbagian Perencanaru: dan Keuangan;dan
2. Subbagian Umum Dal Kepegawaian

c. Seksi Pemerintahan Desrl;
d. Seksi Pembangunan;
e. Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
g. Jabatan Fungsional; dan
h. Kelurahan.



Pasal 15

Sekretariat sebagaimana d rnaksud dalam Pasal 14 ayat (1),
mempunyai tugas melakszurakan pengkoordinasial perumusan
kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Seksi secara
terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi
program dan keuangan serta Lrmum dan kepegawaian.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian menyiapkan pemmusan kebijakan teknis;
b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas seksi secara terpadu;
c. pengoordinasian penyelen ggaraan pelayanan dan pengendalian

administrasi perenc:rnaan rlan keuangan;
d. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian

administrasi urnum dan kepegawaian;dan
e. pelaksanaan tugas kedin,rsan lain yang diberikan oleh Camat

sesuai dengan tugas dan fr.ngsi.

Pasal 16

(1) Sekretariat Kecamatan, m,:mbawahkan:
a. Subbagian Perencanaa:t dan Keuangan;dan
b. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.

(2) Subbagian-subbagian se)ragaimana dimaksud pada ayat (1),
masing-masing dipimpin oleh seoraag Kepala Subbagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 17

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan
bahan perumusan dan pelaksranaan kebijakan teknis, melayani dan
mengendalikan administrasi di bidang program dan keuangan, yang
meliputi:
a. merencanakan, mengangga.::kan, dan mengevaluasi kinerja;
b. melaksanakan pengadministrasian keuangan;dan
c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai tugas dan j abatannyrr.

lasal 18

Subbagian Umum dan Kepegrrwaian mempunyai hrgas menyiapkan
bahan perumusan dan melaks anakan kebijakan teknis, melayani dan
mengendalikan administrasi di bidang umum dan kepegarvaian, yang
meliputi:
a. melaksanakan pengadministrasian barang milik daerah pada

lingkungan kecamatan;
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c
d
e
f.

b. melaksanakan pengadministrasian umum pada lingkungan
kecamatan;
melaksanakan pengadaan barang milik daerah;
melaksanakan penyediaaan jasa penunjang;
melaksanakan pemelihararrn barang milik daerah;
melaksanakan pengadmir:.istrasian kepegawaian pada lingkungan
kecamatan;dan

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai sesuai tugas dan ja::atannya.

Ba.gian Keempat
Seksi F emerintahan Desa

Pasal 19

Seksi Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan
perumus€rn dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan
bimbingan di bidang pemerinlrhan desa, yang meliputi:
a. melaksanakan fasilitasi peltrusunan peraturan desa dan peraturan

kepala desa;
b. melaksanakan fasilitasi adrainistrasi tata pemerintahan desa;
c. melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan

pendayagunaan aset desa;
d. melaksanakan fasilitasi f,enerapan dan penegakan peraturan

pemndang-undangan;
e. melaksanakan fasilitasi lrelaksanaan tugas kepala desa dan

perangkat desa;
f. melaksanakan fasilitasi peltrksanaan pemilihan kepala desa;
g. melaksanakan fasilitasi ;relaksanaan hrgas dan fungsi badan

pernu syawaratan desa;
h. melaksanakan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian

perangkat desa;
i. melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perenc€rnaan pembangunan

daerah dengan pembangunan desa;
j. melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan

perdesaan;
k. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan

keterliban umum;
l. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban

lembaga kemasyaralatan;
m. melaksanal<an fasilitasi ponyusunan perencanaan pembangunan

partisipatif;
n. melaksanakan fasilitasi keria sama antardesa dan keq'a sama desa

dengan pihak ketiga;
o. melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan

pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas
desa;

p. melaksanakan fasilitasi p(:nyusunan program dan pelalsanaan
pemberdayaan masyarakat rlesa;

q. melaksanakan koordinasi pr,ndampingan desa di wilayahnya;r. melaksanakan koordinasi peraksanaan pembangrinan " ka-""an
perdesaan di wilayah kecam,rtan;dan

s. melaksa,akan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat
sesuai dengan tugas dan jabatannya.
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Bagian Kelima
Seksi Pembangunan

Pasal 20

Seksi Pembangunan memputryai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan teloris, serta pembinaan dan
bimbingan di bidang pembangunan, yang meliputi:
a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tida_k dilaksanakan

oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang
meliputi:
1. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di

Kecamatan;
2. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal

bidang kesehatan, penciidikan, sosial, dan pekerjaan umum di
wilayah Kecamatan;dan

3. Peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah
kecamatan.

b. Melaksanalan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana
pelayanan umum yang meli cuti:
1. Koordinasi dengan Perargkat Daerah dan/ atau instansi vertikal

yang terkait dengan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana
Pelayanan Umum;dan

2. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang
melibatkan pihak swasta.

c. Melaksanakan urusan pernerintahan yang dilimpahkan kepada
Camat yang meliputi:
1. pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan

pelayanan perizinal non usaha;
2. pelaksanaan urusan pr:merintahan yang terkait dengan non

perizinan;dan
3. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan

kewenangal lain yang di.impahkan kepada Camat.
d. melalsanakan tugas kedir: asan lain yang diberikan oleh camat

sesuai dengan tugas dan jahatannya.

Bagian Keenam
Seksi Pemerintahan Umum , Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Pasal 2 I

Seksi Pemerintahan Umum , Ketentraman Dan Ketertiban Umum
p:Tp]rnyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan teknis, serta pemb::naan dan bimbingan di bidang Seksi
Pemerintahan Umum , Ketentraman Dan Kedrtiban Umuri yang
meliputi:
a. melal<sanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan

ketertiban umum yang melip uti;
l. Sinergitas dengan Kepolisian, TNI dan Instansi vertikal di wilayah

kecamatan;dan
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2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh
masyarakat guna mevrujudkan ketentraman dan ketertiban
pelaksanaan kegiatan ke agamaan dan kemasyarakatan.

b. melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang meliputi
koordinasi/ sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan
fungsinya dibidang pene€ial<an peraturan perundang-undangan
dan/ atau Kepolisian Negrra Republik Indonesia dan Tentara
Nasional Indonesia di wilayah kecamatan;

c. menyelenggaralan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan
kepala daerah, yang meliputi:

1. Pelaksanaan tugas Forurn Komunikasi Pimpinan di Kecamatan;
2. Pembinaan wawasan kel>angsaan dan ketahanan nasional dalam

rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan
Undang-undang Dasar )tlegara Republik Indonesia Tahun 1945,
pelestarian Bhinneka 'funggal Ika, serta pemertahanan dan
pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi,
konsultasi) wawasErn ket,angsaan dan ketahanan nasional;

4. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Pembinaan kerukuna-r:. antarsuku dan intrasuku, umat

beragama, ras, dan golorrgan lainnya guna mewr{udkan stabilitas
keamanan lokal, regional, dan nasional;

6. Penanganan konllik sosial sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

7. Pengembangan kehidupen demokrasi berdasarkan Pancasila;dan
8. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan

merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh
instansi vertikal.

d. melaksanakan tugas kedir.asan lain yang diberikan oleh camat
sesuai dengan tugas dan jabatannya.

Bagian Ketujuh
Seksi Pemb erdayaan Masy'arakat

Pasal 22

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan ,lan pelaksanaan kebijakan teknis, serta
pembinaan dan bimbingan di bidang pemberdayaan masyarakat yang
meliputi:
a. melaksanakan koordinasi renyelenggaraan kegiatan pemerintahan

di tingkat kecamatan yang nelipuri:
1. Koordinasi perencalraan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan

dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal terkaiqdan
2. Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat

kecamatan.
b. melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang

meliputi;
1. Peningkatan partisipasi masl,ar-akat dalam forum mus5,.awarah

perencana€rn pembangunan di desa;
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2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan
masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di
wilayah kerja Kecamatarr ;dan

3. Peningkatan efektofotas kegiatan pemberdayaan masyarakat di
wilayah Kecamatan.

c. mengoordinasikan kegiatrrn pemberdayaan kelurahan bagl
Kecamatan yang memiliki Kelurahan diwilayahnya;dan

d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat
sesuai dengan tugas dan jal)atannya.

Bagian Kedelapan
Iielurahan

Pasal 23

(1) Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah
selaku perangkat kecamata.:r dan bertanggung jawab kepada camat.

(2) Kelurahan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu camat dalam :

a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
b. melalsanakan kegiatan evaluasi kelurahan;
c. melaksanakan pemberda:taan masyarakat di kelurahan;
d. melaksanakan pelayanan masyarakat;
e. memelihara ketenterama:r dan ketertiban umum;
f. memelihara sarana dal prasarana serta fasilitas pelayanan

umum;
g. melaksanakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum

musyawarah perencanaarl pembangunan di Kelurahan;
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat;dan
i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan

perundang-undangan.

BAB tV

Jaba,an Fungsional

Pasal 24

6
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(3) Kedudukan, susunan orga:risasi, tugas dan fungsi serta tata kerja
Kelurahan diatur dengan Pt:raturan Bupati tersendiri.

(1) Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis
fungsional pada Kecamatan.

(2) Pejabat Fungsional sebrgaimana dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung
kepada, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang
memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan
fungsional.



(3) Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan
fungsi r.rnit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja
dilaksanakan sesuai ketenluan peraturan perundang-undangan.

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diatur sesuai keterrtuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 25

Jabatan Fungsional mempurryai tugas dan fungsi sesuai dengan
Jabatan Fungsional masing-rr.asing berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB V

T,\TA KERJA

Pasal 26

Dalam melal<sanakan tugas, ()amat, Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala
Subbagian, dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dal rrinkronisasi secara vertikal maupun
horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dala:rr
lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain sesuai dengan
tugas pokok masing-masing.

Pasal2T

(1) Camat, Sekretaris, Kepala. Seksi, Kepala Subbagian, dan Jabatan
Fungsional bertanggung jawab dalam memimpin,
mengkoordinasikan dan rnemberikan bimbingan serta petunjuk-
petunjuk bagi pelaksana.arr tugas bawahan masing-masing.

(21 Camat, Sekretaris, Kepala. Seksi, Kepala Subbagian, dan Jabatan
Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petur{uk dan
bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta
menyampaikan laporan tel>at walrhr.

(3) Dalam menyampaikan le.poran masing-masing kepada atasan,
1epb,qsgn laporan dapat disampaikan kepada -satuan 

organisasi
lain di lingkungan Kecamrltan yang s€cara fungsional meripunyai
hubungan kerja.

(41 Setiap laporan y. ang diterirna oleh Camat, Sekretaris, Kepala Seksi,
SSqrJ" -Subbagian, dan Jabatan -Fungsional dari bawdhan wajiti
diolah dan d-ipergunakan s.ebagai bahai penyusunan laporan le6ihlanjut dan dijadikan bahen untuk memberikan ftunjuk kepada
bawahan.

d
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(1)

Pasal 28

Camat melakukan koordinasi dengan Kecamatan disekitarnya.

(2\ Camat mengoordinasikan unit kerja di wilayah ke{a Kecamatan
dalam rangka penyelenllgaraan kegiatan pemerintahan untuk
meningkatkan kinerja Kec amatan.

(3) Camat melakukan koor<linasi dengan satuan kerja perangkat
daerah di lingkungan P:merintah Kabupaten Puruorejo dalam
rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan.

Pasal 29

(1) Hubungan kerja Kecamatan dengan perangkat daerah Kabupaten
bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.

(21 Hubungan kerja Kecama lan dengan instansi vertikal di wilayah
ke{anya, bersifat koordinirsi teknis fungsional.

(3) Hubungan kerja Kecame.tan dengan swasta, lembaga swadaya
masyarakat, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya
di wilayah kerja Kecamatan bersifat koordinasi dan fasilitasi.

BAB VI

KE;PEGAWAIAN

Pasal 30

Jenjang jabatan dan kepangl<atan serta kepegawaian diatur sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Camat, Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, dan Jabatan
Fungsional di lingkungan Kecurnatan diangkat dan diberhentikan oleh
pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

(1) Kecamatan wajib menyusu n kebutuhan jumlah dan jenis jabatan
aparatur sipil negara berrlasarkan analisis jabatan dan analisis
beban kerja.

(2) Penyusunan kebutuhan ju.mlah dan jenis jabatan aparatur sipil
negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
jangka waktu 5 (lima) talun yang diperinci per 1 (satu) tahun
berdasarkan prioritas kebuluhan.

b
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(l) Bagan Organisasi Kecamatan di lingkungan Kabupaten Purworejo
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagran
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(21 Jumlah, nama ibukota, batas wilayah, dan jenis kecamatan di
lingkungan Kabupaten hrrworejo, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II, merupakar, b"gan yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETEIITUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

BAB VIII

KETEIITUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati in:. mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor
87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan
Fungsi Serta Tata Kerja lt.ecamatan Di Lingkungan Kabupaten
Purworejo (Berita Daerah KabtLpaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 87
Seri D Nomor 24y, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai ber raku pada tanggal L Januai 2022.

Agar setiap or€rng mengetatLuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tarrggal i t4 )e !,iv;.',t)e c *azi
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BAGAN ORGANISASI
KECAMAITAN
I{ABUPATEI{ PURUTORF^'O

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURWORE.JO
NOMOR 10? TAHUN 2021
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JUMLI\H, NAMA, IBUKOTA, BATAS WII.AYAH, DAN POLA KECAMT.TAN
I{ABUPATEN PURUIORF^'O

2 PITURUH PITURUH Sebelah Utara
Sebelah Selatan
Sebelah Timur
Sebelah Barat

LAMPIRAN I]
PERATURAN BUPATI PURWORE.IO
NOMOR lJ'i TAHUN zJ41
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KER"IA KECAMATAN
DI LINGKUNGAN KAI}UPATEN PURWOREJO

MAKSIMALKab. Wonosobo
Kec. Butuh
Kec. Kemiri
Kab. Kebumen

d

NAMA KECAMATAN BATAS WILAYAH POLA

1 KEMIRI KEMIRI KIDUL Sebelah Utara
Sebelah Selatan
Sebelah Timur
Sebelah Barat

Kec. Bruno
Kec. Kutoarjo
Kec. Gebang
Kec. Pituruh

MAKSIMAL

J NGOMBOL JOSO Sebelah Utara
Sebelah Selatan
Sebelah Timur
Sebelah Barat

MAKSIMAL

BENER KALIBOTO Sebelah Utara
Sebelah Selatan
Sebelah Timur
Sebelah Barat

Kab. Magelang
Kec. Loano
Prop. Daerah Istimewa Yoryakarta
Kec. Gebang dan Kab. Wonosobo

5 CANGKREPLOR Sebelah Utara
Sebelah Selatan
Sebelah Timur
Sebelah Barat

Kec. Loano dan Gebang
Kec. Banyuurip dan Bagelen
Kec. Kaligesing
Kec. Banyuurip dan Gebang

MAKSIMAL

16

NO IBUKOTA

Kec. Banyuurip
Samudera Indonesia
Kec. Purwodadi
Kec. Grabag

4. MAKSIMAL

PURWORF^IO



6 PURWODADI JENAR WETAN Sebelah Utara
Sebelah Selatan
Sebelah Timur
Sebelah Barat

Kec. Banyuurip
Samudera Indonesia
Kec. Bagelen
Kec. Ngombol

MAKSIMAL

7 BUTUH DLANGU Sebelah Utara
Sebelah Selatan
Sebeiah Timur
Sebelah Barat

MAKSIMAL

8 GRABAG KBTAWANG Sebelah Utara
Sebelah Selatan
Sebelah Timur
Sebeiah Barat

Kec. Kutoarjo
Samudera Indonesia
Kec. Ngombol
Kab. Kebumen

MAKSIMAL

10. BRUNORF-.IO Sebelah Utara
Sebclal Selatan
Sebelah Timur
Sebelah Barat

Kab. Wonosobo
Kec. Kemiri
Kec. Gebang
Kec. Pituruh

MAKSIMAL

11. KALIGESING KALIGONO Sebelah Utara
Sebelah Selatal
Sebelah Timur
Sebelah Barat

Kec. Loano
Kec. Bagelen
Prop. Daerah Istimewa Yoryakarta
Kec. Purworejo

12. BAGELEN BAGELEN Sebelah Utara
Sebelah Selatan
Sebelah Tirnur
Sebelah Barat

Kec. Purworejo
Kec. Purwodadi
Prop. Daerah Istlmewa Yograkarta
Kec. Purwodadi

MAKSIMAL

9 KUTOARJO KUTOARJO Sebelah Utara
Sebelah Selatan
Sebelah Timur
Sebelah Elarat

Kec. Kemiri
Kec. Grabag
Kec. Bayan
Kec. Butuh dan Kemiri

6
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Kec. Pituruh
Kec. Grabag
Kec. Kutoarjo
Kab. Kebumen

MAKSIMAL

BRUNO

MAKSIMAL



i3. GEBANG BENDOSARI Sebelah Utara
Sebelah Selatan
Sebelah Timur
Sebelah Barat

Kab. Wonosobo
Kec. Bayan
Kec. Purworejo
Kec. Kemiri

MAKSIMAL

LOANO BANYUASIN
KEMBARAN

Sebelah Utara
Sebelah Selatan
Sebelah Timur
Sebelah Barat

Kec. Bener
Kec. Purworejo
Prop. Daerah Istimewa Jogiakarta
Kec. Gebang

15. BANYUURIP SUMBERSARI Sebelah Utara
Sebelah Selatan
Sebelah Timur
Sebelah Barat

Kec. Purworejo
Kec. Ngombol
Kec. Kaligesing
Kec. Bayan

MAKSIMAL

Sebelah Utara
Sebelah Selatan
uE uElitfl I lmur
Sebelah Barat

Kec. Kemiri dan Gebang
Kec. Grabag
Kec. Purworejo dan Banyuurip
Kec. Kutoarjo

16. BAYAN
MAKSIMAL
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